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NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. RM PRATOMO BAGANSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan
Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM.
Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia
Nomor 4286):

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

4.

Indonesia Nomor 5072):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246),

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657):

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502),

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593):
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006,
tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum:

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK
/1X/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa pada Instansi Pemerintahan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum dilingkungan
Departemen Kesehatan:



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah,

P

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012
Nomor 21):

15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 395 Tahun 2011
tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Rokan Hilir sebagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Rokan Hilir yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RM PRATOMO
BAGANSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.

Rumah Sakit Umum dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi adalah Rumah Sakit
Daerah dr. RM. Pratomo Kabupaten Rokan Hilir.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

3.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD,
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

4.

. Fleksibilitas adalah keieluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada5.
batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku
umum,

Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

6.



10.

11.

12.

13,

14.

15.

16.

17.

(1)

(2)

(1)

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD
yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan
yang tidak perlu dibayar kembali.

7.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar
untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasionsl
BLUD.

Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang
menerapkan PPK-BLUD.

9.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang
diangkat atau dibentuk oleh pimpinan BLUD RSUD dr. RM. Pratomo
Bagansiapiapi.
Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah unit organisasi
Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati dan berfungsi melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan
penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu
yang mengutamakan ketrampilan (skillware) atau yang membutuhkan
keahlian tertentu (brainware) dalam suatu system tatakelola yang telah
dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan
obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan
ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien,
efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan praktek bisnis
yang sehat.

Pasal 3

BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum
bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.



(2)

(2)

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap
pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :

a. Jasa layanan,
b. Hibah tidak terikat:
c. Hasil kerjasama dengan pihak lain, dan
d. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang
ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

(1

Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin
BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus dapat menjamin
ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses
pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan
kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 5

Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari
hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari
pemberian hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa
yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 6

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

(2)

ayat (2), dilakukan oleh pejabat pengadaan/Pokja Unit Layanan Pengadaan.
Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

“berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang

(3)

(4)

(1)

(2)

ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang
dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari
personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan
yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
Dalam penetapan penyedia barang dan/atau jasa, Pejabat Pengadaan/Unit
Layanan Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis
dari Pimpinan BLUD.

Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat
(2) dilaksanakan dengan :

a. menggunakan penyedia barang/jasa : atau
b. cara swakelola.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola sebagaimana
dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b adalah :

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis
sumber daya manusia BLUD RSUD yang bersangkutan dan sesuai
dengan fungsi dan tugas pokok RSUD: dan/atau

b.pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa: dan/atau



c. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan
terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa akan menanggung resiko yang besar, dan/atau

d. penyelenggaraan Diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau
penyuluhan.

BAB III
JENJANG NILAI DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA

BARANG DAN JASA
Pasal 8

Pemilihan penyedia barang dan/atau jasa dengan sumber dana dan lingkup
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan
berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

a. Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah):

b. Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan nilainya diatas
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah):

c. Penunjukkan langsung, dilakukan dalam hal:
1. Keadaan tertentu, yang meliputi :

a) Penangganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan
waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda
untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk :

1) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana
sosial,

2) Dalam rangka pencegahan bencana: dan/atau
3) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan
kegiatan pelayanan publik.

b) Barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu)
pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat
izin dari pemegang hak paten.

2. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi :

a) Barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah:
b) Barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan

dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia
yang mampu,

c) Pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka
menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan
mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat.

1

d. Pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai
dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti
perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan
berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

1) Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan
Rps0.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanda bukti perjanjian berupa
kuitansi:

2) Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan
Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian
berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK):

3) Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa
Surat Perintah Kerja.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2016 NOMOR

p-sesuai dengan aslinya
Aa BAEJAN HUKUM DAN HAMKE

N
-
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11 200012 1 0041
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